5.1.

BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker di bidang

pemerintahan khususnya bidang kefarmasian dan perbekalan kesehatan,

maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1.

Para calon Apoteker menjadi mengerti mengenai tujuan, fungsi, tugas
pokok, kedudukan dan wewenang dari Seksi Faralkes Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur, mahasiswa juga mengenal program-program Seksi
Faralkes (Farkomnik, Oblik dan POR, Napza, Alkes dan PKRT, OT-
Kos, MakMin, Ketenagaan dan YanMas, dan SIKER).

Kunjungan ke Gudang Farmasi Kabupaten Malang memberikan
pengetahuan dan pemahaman tentang perencanaan, pengadaan,
penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan
serta monitoring dan evaluasi pendistribusian sediaan farmasi di tingkat

Kabupaten/Kota.

. Kunjungan ke Puskesmas Kedungkandang, di Kabupaten/Kota Malang

memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan obat
yang meliputi perencanaan, pengadaan dan pelaporan penggunaan
sediaan farmasi, program Puskesmas untuk kesehatan masyarakat

sekitar, pelayanan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian tingkat dasar.
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Saran

Dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi di Seksi Kefarmasian dan

Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi JawaTimur, saran yang

diberikan sebagai berikut :

1.

Bagi Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan.

Bila memungkinkan adanya tambahan waktu untuk melakukan
kunjungan singkat yaitu mengamati kegiatan seksi perbekalan farmasi
dan alkes schari-hari, dalam mengelola perbekalan farmasi serta
bagaimana peran apoteker dalam memastikan bahwa perbekalan obat
dan alkes sudah sesuai kebutuhan. Selain itu diharapkan dengan adanya
kunjungan singkat tersebut, mahasiswa profesi dapat melihat kenyataan
dilapangan, sehingga daa)pat membayangkan gambaran kegiatan seksi
perbekalan farmasi dan alkes terlepas dari teori yang diperoleh.

Bagi Kunjungan Puskesmas

Apabila memungkinkan adanya kunjungan puskesmas dan gudang
farmasi di daerah Surabaya. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat
melihat atau membandingkan antara puskesmas yang berada di daerah
(misalnya puskesmas Kedungkandang di Malang) dan di Surabaya).
Bagi Mahasiswa

Diharapkan lebih berkonsentrasi dan lebih aktif dalam menggali
informasi selama proses PKPA di seksi Faralkes berlangsung sehingga

bisa memperoleh banyak pengetahuan yang baru.
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